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Beberapa prinsip dasar yang terdapat pada perubahan kedua undang-undang perpajakan tahun 1984 (KUP
dan PPh) antaralain, adalah ; (a) undang-undang pajak secara konsisten menganut prinsip self assessment.
(b) perluasan basis pengenaan pajak dan penyederhanaan sistem pemungutan, yang selalu mencerminkan
keadilan data kepastian hukum, (c) penyederhanaan sistem dan prosedur perpajakan sehingga memudahkan
bagi Wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dari beberapa prinsip dasar dimaksud, diantaranya
tercermin pada Pasal 4 ayat (2) undang-undang PPh tahun 1994, yaitu perlakuan perpajakan atas
penghasilan bunga deposito dan tabungan-tabungan lain nya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas
lainnya di bursa efek. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan
tertentu lainnya. Penghasilan berupa taransaksi penjualan saham di bursa efek, diimplementasikan pada
Peraturan pemerintah (PP) No. 41 tahun 1994, yang kemudian dirubah dengan PP. No. 14 tahun 1997. Yang
menjadi masal ah pokok adal ah, bagaimana konsekuens atas diberlakukannya PP. No. 14 tahun 1997 bila
ditinjau dari asas-asas perpajakan, dan kesederhanaan administrasi pajak.

<br><br>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesisini adalah metode deskriptif analisis yang melipuiti
analisis teoritis dan empiris dengan tehnik pengumpuhan data berupa studi kepustakaan dan peninjauan
kelapangan, yaitu ke Bursa Efek Jakarta dan Kantor Petayanan Pgjak terkait. Hasil penelitian menunjukan,
bahwa pelaksanaan PP. No. 14 Tabun 1997, tidak mencerminkan aspek keadilan dan kepastian hukum
dalam pemungutan pajak, walaupun telah memberikan kesederhanaan administrasi pajak baik bagi Kantor
Pajak, maupun bagi wajib Pajak. Disarankan agar Pasal 4 ayat (2) Undang-undang PPh tahun 1994 dicabut,
karena PP. no. 14 tahun 1997 adalah merupakan aturan pel aksanaan'ketentuan tersebut, dan pengenaan pajak
atas transaks penjualan saham di bursa efek dikembalikan kepada mekanisme pemungutan yang sekarang
ini berlaku, misalnya dengan melakukan pembayaran pendahuluan, atau dihitung penghasilan netonya
dengan menggunakan % tage berdasarkan jenis, dan kegiatan usahanya, yang dalam penyusunannya
melibatkan asosias pengusaha. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya tidak mengatur tentang tarif.
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